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Sdlinan PUTUSAN
Nomor : 174/Pid/2013/PT-BNA
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili
perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : JUNAIDI Bin GUMA ;

Tempat Lahir : Banda Aceh

Umur/tgl lahir : 41 tahun/ 04 Desember 1971 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

K ebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : JI. Hasan Saleh No.62, Gampong Neusu Jaya, Kec,

Baiturrahman, Kota Banda Aceh ;
Agama : Isam ;
Pekerjaan q Wiraswasta ;
Terdakwa ditahan dengan Penahanan K ota berdasarkan :
1. Surat Perintah  Penahanan Penuntut  Umum, Nomor : PRINT-
1455/N.1.10/Epp.2/07/2013, tertanggal 11 Juli 2013, sejak tanggal 11 Juli 2013
s/d 30 Juli 2013;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 270/Pen.Pid/2013/PN.BNA,

tertanggal 26 Juli 2013, sgjak tanggal 26 Juli s/d 24 Agustus 2013 ;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JUNAIDI Bin GUMA telah dihadapkan
dipersidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan surat dakwaan dari Jaksa
Penuntut  Umum bertanggal 11 Juli 2013 Nomor: REG.PERK:PDM-112/B.
ACEH/07.2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwaia Terdakwa Junaidi Bin Guma pada hari Selasa tanggal 09 April 2013

atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2013 bertempat di Jalan Hasan Saleh Lorong

Manunggal No. 62, Gampong Neusu Jaya, Kec. Baiturrahman, Kota BandaAceh atau
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setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan sengaja
dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek
Suzuki FD 110, warna biru hitam, No. Rangka MH8FD110X3J212818, No mesin
E4011D219301 No pol BL-6782-AW, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
lain milik saksi Irma Damayanti, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan yang melakukan dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara
antaralain sebagai berikut :

Bahwa pada 17 Juni 2006 terdakwa menikah dan mempunyai anak 2 (dua) orang
anak, karena dalam keluarga terdakwa tidak ada kecocokan sehingga Saksi Irma
Darmayanti meminta cerai dan surat keputusan cerai tersebut keluar pada tanggal 08
April 2013 dari Pengadilan Mahkamah Syariah, karena terdakwa merasa keputusan
tersebut tidak adil terdakwa merasa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FD 110,
warnabiru hitam, No. Rangka MH8FD110X3J212818, No mesin E4011D219301 No pol
BL-6782-AW tersebut masih milik bersama dan terdakwa belum mengembalikan sepeda
motor tersebut kepada Saksi Irma Darmayanti ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2009 di Jalan Hasan Saleh Lorong
Manunggal No. 62, Gampong Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, Saksi
Irma Darmayanti Binti Amiruddin, pernah meminta sepeda motor tersebut yang mana
sepeda motor tersebut diberikan kepada saksi oleh orang tua saksi Irma Darmayanti pada
tahun 2003 sebelum saksi Irma Darmayanti menikah dengan terdakwa, kemudian
terdakwa menolak untuk memberi sepeda motor tersebut kepada saksi [rma Darmayanti
dengan alasan tunggu hasil keputusan cerai dari Mahkamah Syariah, setelah hasil
keputusan Mahkamah Syariah telah keluar saya mendatangi pelaku untuk meminta
kembali sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut tidak mau diberikan oleh
terdakwa kepada saksi, kemudian karena saksi sudah tidak berani lagi meminta sepeda
motor tersebut, dan kejadian tersebut saksi laporkan laporkan kepada pihak yang
berwgjib ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa 372

KUHPidana ;

Menimbang,...............
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Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan
Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana
yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan
Putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdekwa Junaidi Bin Guma telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Penggelapan Pasal 372 KUHPidana dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Junaidi Bin Guma berupa pidana penjara
selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan
dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3.  Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FD 110, warna biru hitam, No. Rangka
MHB8FD110X3J212818, No mesin E4011D219301 No pol BL-6782-AW
dikembalikan kepada Saksi Irma Darmayanti ;

4, Menetapkan agar Terdakwa Junaidi Bin Guma dibebani untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh
yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal
09 September 2013 Nomor: 270/Pid.B./2013/PN-BNA, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Bin Guma telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah mel akukan tindak pidana Penggelapan ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6
(enam) bulan;

3. Menyatakan pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali apabila dikemudian hari
dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum
lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan
perbuatan yang dapat dipidana;

4, Menetapkan masa penshanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
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5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Suzuki FD 110, warna biru hitam, No. Rangka MH8FD110X3J212818, No mesin
E4011D219301 No pol BL-6782-AW dikembalikan kepada saks korban Irma
Darmayanti ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan
banding di hadapan ANWAR, SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal
13 September 2013 dengan Akta Banding Nomor: 270 /Akta.Pid/2013/PN-BNA, dan
permintaan banding tersebut telah pula di beritahukan secara sempurna kepada
Terdakwa padatanggal 17 September 2013, Nomor: 270 /Pid.B/2013/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah di
beritahukan untuk mempelgjari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Banda Aceh masing-masing berdasarkan surat Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal
25 September 2013 Nomor: W1.U1/4878/HK.01/1X/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang digjukan oleh Jaksa Penuntut
Umum terhadap putusan Hakim tingkat pertama tersebut, telah digjukan dalam tenggang
waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut undang-undang, oleh
karena itu permintaan banding tersebut secaraformal dapat diterima;;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelgari dan meneliti dengan seksama
berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 09
September 2013 Nomor: 270/Pid.B/2013/PN-BNA, yang dimintakan banding, Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat
pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana “ PENGGELAPAN”, oleh karena itu segala aasan dan
pertimbangan Magjelis Hakim tingkat pertama tersebut diabil aih dan dijadikan
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkaraini,
di tingkat banding sehingga Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut yang
diminta banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan
dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam
keduatingkat peradilan ;

Mengingd,.........
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Mengingat, Pasal 372 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang
berkaitan dengan perkaraini ;
MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;

- Menguatkan  Putusan  Pengadilan Negeri Banda Aceh  Nomor:
270/Pid.B/2013/PN-BNA, tanggal 9 September 2013, yang dimintakan banding
tersebut ;

- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua
tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp.3.000,- (tigaribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013,
oleh HARTADI, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai
Ketua Mgjelis, WAHIDIN, SH.M.Hum dan GADING MUDA SIREGAR, SH.MH
masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim-
Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkaraini dalam tingkat
banding, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
tanggal 22 Oktober 2013 Nomor: 174/PID/2013/PT-BNA, dan putusan tersebut
diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Ketua Mgdlis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut USMAN. SH
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa;;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS
dt.o d.t.o

WAHIDIN, SH.M.Hum HARTADI, SH.MH
dt.o

GADING MUDA SIREGAR, SH.MH PANITERA PENGGANTI

d.t.o
USMAN. SH

Salinan yang sama bunyinyaoleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

H. RUSLAN, SH. MH
NIP: 19530313 197803 1 002
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